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Abstrak

Permasalahan mitra di Desa Tambangan, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba,
berkaitan dengan belum tertibnya dokumentasi penguasaan tanah, ketidakjelasan
sebagian batas bidang, keragaman bukti administratif, keterbatasan penelusuran riwayat
peralihan, serta belum meratanya pemahaman warga mengenai hubungan antara data
fisik, data yuridis, dan pendaftaran tanah. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat
(PKM) ini bertujuan memperkuat prasyarat administratif dan yuridis menuju kepastian
hukum hak atas tanah melalui pendampingan legal mapping npartisipatif, tanpa
menempatkan kegiatan sebagai proses penetapan atau pengesahan hak. Intervensi
dilaksanakan pada 6 Juli 2026 melalui lima tahap, yaitu identifikasi masalah mitra dan
koordinasi, penyuluhan hukum pertanahan, inventarisasi data fisik dan yuridis, verifikasi
partisipatif, serta evaluasi dan penguatan keberlanjutan. Instrumen pendampingan
mencakup lembar identitas bidang, daftar periksa dokumen, catatan riwayat penguasaan
dan peralihan, sketsa batas partisipatif, matriks klasifikasi masalah, dan kuesioner
pemahaman. Hasil kegiatan menghasilkan klasifikasi awal persoalan pertanahan, basis
informasi pendukung bagi pemerintah desa, buku saku administrasi pertanahan, serta
model pendampingan yang menghubungkan input, proses, output, outcome, aktor,
indikator, dan mekanisme replikasi. Bukti yang tersedia menunjukkan perubahan
pemahaman secara deskriptif melalui kemampuan peserta membedakan penguasaan
faktual dengan pembuktian yuridis dan mengidentifikasi dokumen yang perlu disiapkan.
Namun, naskah sumber tidak memuat rekap kuantitatif jumlah peserta, jumlah bidang
terinventarisasi, maupun skor berpasangan pre-test-post-test. Karena itu, artikel ini tidak
merekayasa angka dan membatasi klaim dampak pada capaian yang dapat diverifikasi
dari dokumentasi kegiatan. Keberlanjutan diarahkan melalui pemutakhiran data desa,
penetapan focal point, koordinasi dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba, dan
monitoring berkala.
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Pendahuluan

Tanah mempunyai fungsi ekonomi, sosial, budaya, dan hukum yang menjadikan kejelasan
hubungan antara subjek, objek, serta dasar penguasaan sebagai unsur penting dalam perlindungan hak.
Dalam tata kelola pertanahan modern, kepastian tidak cukup dipahami sebagai keberadaan sertifikat
semata, tetapi juga memerlukan administrasi yang mampu menghubungkan informasi spasial, dokumen
yuridis, riwayat penguasaan, dan mekanisme pelayanan secara konsisten. Pendekatan fit-for-purpose
menekankan bahwa sistem administrasi pertanahan perlu bersifat fleksibel, partisipatif, terjangkau, dapat
ditingkatkan mutunya secara bertahap, dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat
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(Enemark et al., 2016; Enemark et al., 2021). Kerangka hukum Indonesia menempatkan pendaftaran
tanah sebagai instrumen pemerintah untuk menyediakan kepastian dan perlindungan hukum atas hak
yang terdaftar. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 memperbarui sejumlah aspek pendaftaran
tanah dan berinteraksi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, sedangkan ketentuan
teknis pelaksanaannya diperbarui melalui Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021. Perkembangan tersebut memperlihatkan bahwa kualitas
data fisik dan data yuridis, pembaruan informasi, serta kesesuaian dokumen menjadi bagian penting dari
administrasi pertanahan yang dapat dipertanggungjawabkan (Pemerintah Republik Indonesia, 2021;
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, 2021; Ramadhani, 2021).

Literatur mutakhir menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dapat memperluas jangkauan
pengumpulan dan validasi informasi pertanahan, terutama ketika warga diposisikan sebagai penghasil
pengetahuan mengenai riwayat penguasaan, batas yang dikenal secara lokal, dan hubungan sosial yang
melekat pada bidang tanah. Pengumpulan data yang melibatkan komunitas tetap memerlukan
pengawasan profesional, aturan verifikasi, serta pemisahan yang tegas antara informasi awal dan
penetapan hak oleh lembaga berwenang (Ho et al., 2023; Morales Guarin et al., 2021). Pemetaan
partisipatif juga bermanfaat untuk membaca potensi konflik dan memeriksa konsistensi persepsi
terhadap ruang, tetapi mutu hasilnya dipengaruhi oleh jumlah partisipan, representasi, dan kecukupan
bukti yang digunakan (Basupi et al., 2017; Karimi & Brown, 2017).

Permasalahan mitra di Desa Tambangan teridentifikasi melalui observasi lapangan dan diskusi
dengan pemerintah desa, tokoh masyarakat, serta warga. Masalah yang muncul meliputi penguasaan
turun-temurun yang belum didukung dokumentasi memadai, kepemilikan bukti administratif yang
beragam, ketidakjelasan fungsi masing-masing dokumen, batas bidang yang belum terdokumentasi
dengan baik pada sebagian kasus, dan riwayat peralihan yang tidak selalu tersusun secara kronologis.
Kondisi tersebut berpotensi menyulitkan masyarakat ketika harus menyiapkan bukti, menjelaskan asal-
usul penguasaan, atau mengikuti layanan pertanahan formal. Masalah sejenis juga ditemukan dalam
kajian administrasi pertanahan dan pelayanan desa di Indonesia, terutama terkait keterbatasan
pembaruan data, rendahnya pemahaman prosedur, dan ketidaksesuaian informasi fisik-yuridis (Khair &
Assyahri, 2024; Saidin et al., 2024).

Tabel 1. Baseline Permasalahan Mitra dan Kebutuhan Intervensi

b’:‘:gﬁxe Temuan awal yang didukung sumber Status angka | Implikasi intervensi
Masyarakat pemilik/penguasa tanah, Tidak Daftar hadir terkode
Peserta perangkat desa, tokoh masyarakat, dan " e
: tercantum wajib pada monitoring
unsur lokal terlibat
Kelengkapan dan jenis bukti administratif Tidak Gunakan checklist
Dokumen :
beragam tercantum dokumen per bidang
Catat sketsa,
Batas Sebagian informasi batas belum Tidak penanda, pihak
bidang terdokumentasi memadai tercantum berbatasan, dan isu
verifikasi
Riwayat Sebagian riwayat belum tersusun Tidak Susun rantai riwayat
penguasaan . :
. kronologis tercantum dan bukti pendukung
/ peralihan
Pemahaman Pemahaman fungsi dokumen dan Skor tidak Gunakan pre-test dan
awal prosedur belum merata tersedia post-test berpasangan

Sumber: Diolah dari dokumentasi kegiatan PKM, 2026.

122 | Eka Merdekawati Djafar, dkk.



Penguatan Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Melalui Pendampingan Legal Mapping Partisipatif
Di Desa Tambangan
Vol 3, No 3, September (2026): Halaman: 121-132

Baseline kegiatan perlu dibaca secara proporsional. Berkas sumber artikel menjelaskan jenis
masalah dan kelompok peserta, tetapi tidak menyimpan rekap angka agregat mengenai jumlah peserta,
jumlah bidang tanah yang diinventarisasi, proporsi status dokumen, jumlah kasus batas yang tidak jelas,
maupun skor awal pemahaman masyarakat. Ketidakhadiran angka tersebut merupakan keterbatasan
dokumentasi program, bukan ruang untuk melakukan estimasi tanpa bukti. Revisi artikel karena itu
menyajikan baseline dalam bentuk kategori masalah yang dapat ditelusuri dari catatan kegiatan,
sekaligus menandai data kuantitatif yang harus dikumpulkan dalam monitoring lanjutan. Sikap ini penting
agar laporan PKM tetap memenuhi prinsip keterlacakan dan tidak mengubah informasi partisipatif
menjadi klaim legal yang melampaui kewenangan program.

Kegiatan ini ditempatkan secara tegas sebagai Pengabdian kepada Masyarakat, bukan
penelitian. Fokusnya bukan novelty penelitian atau kontribusi teoretis, melainkan kesesuaian intervensi
dengan masalah mitra, mutu proses pendampingan, luaran yang dihasilkan, perubahan kapasitas yang
dapat dibuktikan, serta keberlanjutan setelah kegiatan. Kontribusi praktis program terletak pada
pengoperasian legal mapping partisipatif sebagai rangkaian pemberdayaan yang menghubungkan
penyuluhan hukum, inventarisasi data fisik-yuridis, verifikasi bersama, klasifikasi masalah, konsultasi
administratif, dan rencana tindak lanjut. Dengan demikian, istilah “penguatan kepastian hukum” pada
naskah awal dipersempit menjadi penguatan prasyarat administratif dan yuridis menuju kepastian
hukum, karena penetapan status hak tetap berada pada mekanisme dan pejabat pertanahan yang
berwenang (Alimuddin, 2021; Lestario & Erlina, 2022).

Tujuan PKM adalah membantu masyarakat dan Pemerintah Desa Tambangan memahami
kondisi administrasi pertanahan secara lebih sistematis, meningkatkan literasi mengenai dokumen dan
prosedur, menghasilkan klasifikasi awal persoalan bidang tanah, serta menyusun model pendampingan
yang dapat digunakan untuk tindak lanjut. Target keberhasilan diarahkan pada lima capaian: tersedianya
instrumen inventarisasi, terlaksananya verifikasi partisipatif, meningkatnya kemampuan peserta
mengidentifikasi kebutuhan dokumen, tersusunnya luaran edukasi dan basis informasi awal, serta
terbentuknya mekanisme pemutakhiran dan koordinasi lanjutan. Tujuan tersebut konsisten dengan
pendekatan administrasi pertanahan yang menempatkan manusia, institusi, dan informasi sebagai
komponen yang harus dikelola secara terpadu (Dawidowicz & Zrobek, 2017; Azadi et al., 2023).

Metode

Kegiatan dilaksanakan pada 6 Juli 2026 di Kantor Desa Tambangan, Kecamatan Kajang,
Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Mitra utama adalah Pemerintah Desa Tambangan dan
masyarakat yang memiliki atau menguasai tanah, dengan keterlibatan perangkat desa, tokoh
masyarakat, serta unsur masyarakat yang berkaitan dengan riwayat dan administrasi bidang tanah.
Pendekatan yang digunakan bersifat partisipatif dan edukatif. Partisipatif berarti peserta berperan
sebagai sumber informasi, pemeriksa kesesuaian fakta lokal, dan pihak yang mengonfirmasi kembali
data yang mereka sampaikan; edukatif berarti setiap tahapan disertai penjelasan mengenai makna
dokumen, prosedur, risiko administrasi, dan batas kewenangan kegiatan PKM. Pendekatan semacam ini
sejalan dengan prinsip bahwa pengumpulan data pertanahan harus disesuaikan dengan tujuan,
kapasitas lokal, biaya, kualitas bukti, dan kebutuhan pembaruan (Rahmatizadeh et al., 2018; Barry,
2018).

Instrumen legal mapping disusun untuk membedakan informasi fisik dari informasi yuridis.
Lembar data fisik memuat identitas bidang, lokasi, penggunaan, batas yang dikenal peserta, keberadaan
penanda batas, serta catatan potensi tumpang tindih. Lembar data yuridis memuat dasar penguasaan,
jenis dokumen yang dimiliki, nama yang tercantum pada dokumen, cara perolehan, riwayat peralihan
atau pewarisan, keberadaan saksi atau pihak berbatasan, dan catatan permasalahan. Instrumen
tambahan berupa daftar periksa kelengkapan dokumen, sketsa partisipatif, catatan konsultasi, matriks
klasifikasi masalah, rubrik pemahaman, serta daftar rekomendasi tindak lanjut. Instrumen tersebut tidak
dimaksudkan menggantikan pengukuran kadastral atau pemeriksaan yuridis resmi oleh Kantor
Pertanahan.
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Tahap pertama adalah identifikasi masalah mitra dan koordinasi. Tim mendiskusikan kebutuhan
kegiatan, karakter persoalan, kelompok sasaran, mekanisme konsultasi, dan bentuk data yang dapat
dihimpun secara etis. Pada tahap ini, masalah dikelompokkan menjadi persoalan dokumen, riwayat
penguasaan, peralihan, batas, pemahaman prosedur, dan kebutuhan layanan lanjutan. Baseline
kualitatif dicatat sebelum penyuluhan agar materi tidak bersifat generik, melainkan menjawab pertanyaan
yang muncul dari kondisi warga. Dalam administrasi pertanahan, kemampuan mengidentifikasi masalah
sebelum menentukan teknologi atau prosedur merupakan bagian penting dari pendekatan yang responsif
terhadap konteks (Enemark et al., 2021; FAO et al., 2022).

Tahap kedua adalah penyuluhan hukum pertanahan. Materi mencakup kedudukan penguasaan
faktual, fungsi dokumen administrasi, pendaftaran tanah, pentingnya konsistensi data fisik dan yuridis,
peralihan hak, pencatatan riwayat, pencegahan sengketa batas, serta perubahan menuju layanan
pertanahan digital. Penyampaian dilakukan melalui ceramah interaktif, diskusi, tanya jawab, dan
pembahasan contoh kasus yang dekat dengan pengalaman peserta. Penekanan diberikan pada
pembedaan antara surat keterangan atau bukti administratif dengan sertifikat sebagai alat bukti hak yang
diterbitkan melalui sistem pendaftaran tanah (Atikah, 2022; Pebriananta, 2026).

Tahap ketiga merupakan inti program, yaitu inventarisasi dan verifikasi legal mapping partisipatif.
Prosedurnya dimulai dari pencatatan identitas penguasa atau pemilik yang mengajukan informasi,
identifikasi bidang, pencatatan data fisik, pencatatan data yuridis, penelusuran riwayat penguasaan atau
peralihan berdasarkan dokumen dan keterangan, pembuatan sketsa atau catatan batas, pemeriksaan
daftar dokumen, lalu klasifikasi masalah. Informasi selanjutnya dikonfirmasi kepada peserta dan, sejauh
tersedia, dibandingkan dengan pengetahuan atau catatan pemerintah desa. Apabila terdapat perbedaan
keterangan, tim mencatatnya sebagai isu yang memerlukan verifikasi lanjutan dan tidak menetapkan
pihak yang paling berhak. Mekanisme tersebut mempertahankan fungsi partisipasi sebagai produksi data
awal sekaligus menjaga batas antara fasilitasi komunitas dan keputusan legal formal (Morales Guarin et
al., 2021; Ho et al., 2023).

Tabel 2. Alur Operasional Kegiatan PKM

Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5
ldentifikasi & Penyuluhan Legal mapping . ,
koordinasi hukum partisipatif Evaluasi Keberlanjutan

Sumber: Diolah dari dokumentasi kegiatan PKM, 2026.

Tahap keempat adalah evaluasi. Indikator proses mencakup keterlibatan peserta dalam diskusi,
kemampuan mengisi instrumen, kesediaan memeriksa kembali informasi, dan kemampuan
menyebutkan kebutuhan dokumen berikutnya. Indikator pemahaman meliputi kemampuan membedakan
penguasaan faktual dan bukti yuridis, mengenali fungsi dokumen, menjelaskan pentingnya batas,
mengidentifikasi urutan persiapan administrasi, serta mengetahui kapan masalah perlu dirujuk ke Kantor
Pertanahan atau mekanisme penyelesaian sengketa. Rancangan ideal menggunakan pre-test dan post-
test berpasangan dengan butir yang sama, disertai persentase perubahan dan jumlah responden valid.
Namun, berkas sumber tidak menyediakan rekap skor berpasangan, sehingga hasil pada artikel ini
dilaporkan secara deskriptif dan tidak dikonversi menjadi persentase peningkatan yang tidak dapat
diverifikasi.

Tahap kelima adalah penguatan keberlanjutan. Pemerintah desa didorong mempertahankan
satu focal point administrasi pertanahan yang menyimpan format inventarisasi, mengelola pembaruan
data secara berkala, dan menghubungkan warga dengan layanan resmi ketika dibutuhkan. Buku saku
administrasi pertanahan diserahkan sebagai media edukasi, sedangkan matriks legal mapping
diposisikan sebagai basis informasi awal untuk menata kebutuhan pendampingan, bukan sebagai
register hak. Koordinasi lanjutan dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Bulukumba diperlukan untuk
perkara yang membutuhkan pemeriksaan yuridis, pengukuran, pendaftaran, koreksi data, atau
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penanganan sengketa. Peran desa dalam pelayanan administrasi dan fungsi penghubung dengan warga
merupakan faktor penting bagi keberlanjutan tata kelola pertanahan lokal (Saidin et al., 2024; Situmeang
etal., 2025).

Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan program menunjukkan bahwa kebutuhan mitra tidak dapat diselesaikan hanya
melalui penyuluhan satu arah. Pertanyaan peserta mengenai pendaftaran pertama kali, pewarisan,
peralihan, kelengkapan bukti, dan batas bidang memperlihatkan hubungan langsung antara literasi
hukum dan kesiapan administrasi. Diskusi membuat peserta menempatkan dokumen bukan sekadar
arsip, tetapi bagian dari rangkaian pembuktian yang harus konsisten dengan fakta penguasaan dan
informasi bidang. Temuan ini mendukung pandangan bahwa akses terhadap informasi dan administrasi
yang dapat dipahami masyarakat merupakan prasyarat penting bagi layanan pertanahan yang inklusif
(Kramer et al., 2021; Enemark et al., 2021).

Tabel 3. Profil Unsur Peserta dan Bentuk Partisipasi
Unsur peserta Peran dalam kegiatan Bukti partisipasi Data kuantitatif
Menyampaikan data,

Masyarakat pemilik / : Diskusi, konsultasi, Belum direkap pada
dokumen, riwayat, dan ; o
penguasa tanah . inventarisasi naskah sumber
persoalan bidang
Pemerintah/perangkat Koordinas yer|f|ka§| Koordinasi dan Belum direkap pada
konteks administrasi, s
desa . . verifikasi naskah sumber
tindak lanjut
Memberi konteks ,
Tokon riwayat dan Diskusi dan klarifikasi Belum direkap pada

masyarakat/unsur lokal naskah sumber

pengetahuan lokal
Edukasi, fasilitasi
Tim PKM pemetaan, klasifikasi,
konsultasi, evaluasi
Sumber: Diolah dari dokumentasi kegiatan PKM, 2026.

Materi, instrumen, Tercantum sebagai tim
dokumentasi penulis/pelaksana

Baseline masalah memperlihatkan lima kelompok utama. Pertama, terdapat bidang yang dasar
penguasaannya dikenal oleh masyarakat, tetapi dokumentasi pendukung belum tertata. Kedua, terdapat
dokumen administratif tertentu yang dimiliki warga, namun fungsi dan hubungan antar dokumen belum
dipahami secara seragam. Ketiga, pada sebagian kasus, informasi batas belum didukung catatan yang
memadai. Keempat, riwayat pewarisan atau peralihan belum selalu tersusun sebagai rantai informasi
yang mudah diperiksa. Kelima, sebagian peserta membutuhkan penjelasan mengenai urutan layanan
pertanahan. Klasifikasi tersebut sejalan dengan temuan studi yang menunjukkan bahwa
ketidakselarasan data dan tumpang tindih dapat menimbulkan persoalan kepastian apabila tidak
diperbaiki sejak tahap administrasi (Artika & Silviana, 2025; Musmuliadi et al., 2025).

Profil peserta dipahami berdasarkan unsur yang terlibat, yaitu masyarakat pemilik atau
penguasa tanah, perangkat pemerintah desa, tokoh masyarakat, serta pihak lokal yang memiliki
pengetahuan tentang riwayat atau batas bidang. Masing-masing unsur memiliki fungsi berbeda. Warga
menyediakan informasi dan dokumen yang mereka miliki; perangkat desa membantu menghubungkan
informasi dengan konteks administrasi lokal; tokoh masyarakat mendukung penelusuran riwayat sosial;
sedangkan tim PKM memfasilitasi pencatatan, edukasi, klasifikasi, dan konsultasi. Karena daftar hadir
numerik tidak tercantum dalam berkas artikel yang tersedia, tabel profil tidak menampilkan jumlah yang
tidak dapat diverifikasi. Kekurangan tersebut ditetapkan sebagai item monitoring wajib pada replikasi
berikutnya.
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Legal mapping menghasilkan output yang lebih konkret daripada uraian naratif kegiatan. Setiap
kasus diarahkan ke kategori tindak lanjut berdasarkan kondisi bukti dan kebutuhan verifikasi. Kategori A
digunakan untuk informasi yang relatif siap secara administratif dan memiliki batas yang dapat dijelaskan;
kategori B untuk dokumen yang masih perlu dilengkapi atau disusun kembali; kategori C untuk riwayat
penguasaan atau peralihan yang membutuhkan penguatan bukti; kategori D untuk indikasi persoalan
batas atau potensi tumpang tindih yang membutuhkan klarifikasi; dan kategori E untuk kasus yang harus
dirujuk kepada instansi atau mekanisme penyelesaian yang berwenang. Kategori ini bersifat manajerial
untuk pendampingan dan tidak menyatakan sah atau tidak sahnya suatu hak.

MG SO =

Gémbar 1. PeIibatén Mas‘yarakét dan Pemerintah Desa dalam Kegiatan PK
Sumber: Dokumentasi tim PKM, 2026.

Proses inventarisasi menempatkan masyarakat sebagai co-producer informasi, namun verifikasi
tetap menjadi tahap penting. Keterangan lisan dibandingkan dengan dokumen yang tersedia, catatan
desa bila dapat diakses, serta pengetahuan pihak berbatasan atau saksi ketika relevan. Apabila informasi
tidak konsisten, statusnya ditandai “perlu verifikasi lanjutan”. Pendekatan tersebut lebih aman daripada
mengubah keterangan lokal menjadi kesimpulan hak secara otomatis. Literatur land administration
menunjukkan bahwa metode partisipatif dapat mempercepat cakupan data, tetapi desain kelembagaan,
kualitas validasi, dan kemungkinan pembaruan harus tetap menjadi bagian dari sistem (Morales Guarin
etal., 2021; Rahmatizadeh et al., 2018).

Tabel 4. Klasifikasi Hasil Legal Mapping dan Tindak Lanjut

Kategori Kondisi administrasi Risiko utama Tindak lanjut
Dokumen relatif tertata dan Kesalahan Pemeriksaan kelengkapan
A . R
batas dapat dijelaskan administrasi minor sebelum layanan formal
Dokumen tersedia tetapi belum Permohonan tertunda Lengkapi dan urutkan
B . atau memerlukan
lengkap atau belum konsisten ) dokumen
koreksi
C Riwayat penguasaan / peralihan | Kesulitan pembuktian | Perkuat bukti, saksi, dan
belum didukung bukti memadai riwayat catatan desa
Ada ketidakjelasan batas atau Potensi konflik Klarifikasi p'h?k .
D o o . berbatasan dan rujuk bila
indikasi tumpang tindih antarpihak oerlu
E Persoalan memerlukan Klaim melampaui Rujukan ke Kantor
pemeriksaan kapasitas PKM Pertanahan

Sumber: Diolah dari dokumentasi kegiatan PKM, 2026.
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Perubahan pemahaman terlihat dalam pola interaksi setelah penyuluhan dan pendampingan.
Peserta lebih mampu membedakan penguasaan tanah yang berlangsung secara faktual dengan
kedudukan bukti yuridis, lebih mampu menyebutkan dokumen yang harus dipersiapkan, dan mulai
memahami bahwa persoalan batas memerlukan klarifikasi sebelum dibawa ke tahap layanan berikutnya.
Perubahan tersebut merupakan evidence of learning yang bersifat deskriptif. Artikel ini tidak menyebut
persentase peningkatan karena skor pre-test-post-test individual tidak tersedia dalam arsip sumber.
Pada kegiatan lanjutan, setiap peserta perlu menggunakan kode responden yang sama pada pre-test
dan post-test agar perubahan pengetahuan dapat dihitung, diaudit, dan dilaporkan secara transparan.

Tabel 5. Indikator Evaluasi dan Bukti Perubahan Pemahaman

Indikator Kondisi awal B.L'kt' setelgh Cara ukur lanjutan
intervensi
Membedakan Peserta dapat ,
menjelaskan Butir pre-test—post-test
penguasaan faktual Belum seragam
S perbedaannya dalam yang sama
dan bukti yuridis diskusi
iskusi
Peserta dapat
Mengenali fungsi menyebut dokumen Skor benar per jenis
Belum merata
dokumen yang perlu dokumen
dipersiapkan
Peserta
Memahami pentingnya Sebagian belum mengidentifikasi .
batas terdokumentasi kebutuhan klarifikasi Checkiist kasus batas
batas
Menentukan langkah | Masih membutuhkan Peserta dapa Rubrik langkah
administratif pendampingan menyusun urtan prosedural
kebutuhan administrasi
Kasus diklasifikasikan Register ruiukan dan
Rujukan masalah Belum sistematis menurut kebutuhan g ) )
. . status penyelesaian
tindak lanjut

Sumber: Diolah dari dokumentasi kegiatan PKM, 2026.

Pendampingan administrasi juga menghasilkan buku saku yang menjelaskan dasar-dasar
administrasi pertanahan, fungsi dokumen, persiapan pendaftaran, peralihan, dan langkah pencegahan
masalah. Buku saku berfungsi sebagai luaran edukasi yang tetap dapat digunakan setelah tim
meninggalkan lokasi. Selain itu, matriks inventarisasi memberi pemerintah desa alat untuk melihat jenis
bantuan yang paling dibutuhkan warga. Pemanfaatannya harus disertai pengendalian akses karena
informasi pertanahan dapat memuat data pribadi dan data hubungan keperdataan. Transformasi
administrasi pertanahan ke sistem digital memperkuat kebutuhan akan tata kelola data, interoperabilitas,
keamanan, dan kesiapan sumber daya manusia (Ameyaw & de Vries, 2021; Mohadi et al., 2026;
Damajanti, 2026). Kebutuhan agar catatan komunitas dapat terhubung dengan sistem resmi tanpa
kehilangan keterlacakan juga ditekankan dalam pendekatan pro-poor land administration (Hendriks et
al.,, 2019).

Klaim dampak program perlu ditempatkan pada tingkat yang tepat. Kegiatan PKM belum
menerbitkan sertifikat, tidak melakukan ajudikasi hak, dan tidak menggantikan kewenangan Kantor
Pertanahan. Dampak langsungnya adalah meningkatnya kesiapan masyarakat untuk mengenali
persoalan, menata informasi, dan memahami jalur administratif. Outcome menengah yang diharapkan
ialah berkurangnya dokumen yang tidak tertata, meningkatnya konsistensi riwayat, tersedianya daftar
kasus yang membutuhkan verifikasi, dan lebih cepatnya rujukan ke layanan yang berwenang. Kepastian
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hukum atas hak baru dapat dikaitkan secara penuh setelah prosedur yang ditentukan dalam sistem
pendaftaran tanah dipenuhi (Alimuddin, 2021; Lestario & Erlina, 2022). Perbandingan dengan
pengabdian sejenis memperlihatkan bahwa edukasi hukum pertanahan akan lebih bernilai apabila
peserta memperoleh kesempatan menghubungkan materi dengan persoalan yang benar-benar mereka
hadapi. Program di Desa Mekarsari, misalnya, menempatkan edukasi dan pendampingan sebagai
instrumen peningkatan kesadaran hukum masyarakat dalam menghadapi sengketa pertanahan,
sedangkan program di Desa Tambangan menambahkan tahapan inventarisasi dan klasifikasi data
sebagai jembatan menuju pembenahan administrasi (Situmeang et al., 2025). Perbedaan ini
mempertegas orientasi PKM Tambangan pada kesiapan sebelum layanan formal dan pencegahan
masalah, bukan pada penyelesaian sengketa atau penetapan hak.

Tabel 6. Model Pendampingan Legal Mapping Partisipatif
No | Komponen Isi model pendampingan
Masalah mitra, peserta, dokumen, pengetahuan lokal, dukungan pemerintah
desa
Edukasi; inventarisasi fisik-yuridis; sketsa batas; verifikasi; klasifikasi;

1 Input

2 Proses L

konsultasi; rujukan
3 Output Matriks masalah, daftar kebutuhan dokumen, buku saku, basis informasi awal
4 Outcome | Kesiapan administrasi dan kemampuan menentukan langkah tindak lanjut
5 Aktor Masyarakat, pemerintah desa, perguruan tinggi, Kantor Pertanahan sesuai

kewenangan

. Kelengkapan instrumen, keterverifikasian, skor pemahaman, tindak lanjut,

6 Indikator

pembaruan data
7 Replikasi | Adaptasi instrumen, focal point desa, siklus monitoring, koordinasi formal
Sumber: Diolah dari dokumentasi kegiatan PKM, 2026.

Aspek data perlu diperlakukan sebagai bagian dari keberlanjutan, bukan sekadar luaran teknis.
Setiap pembaruan idealnya menyimpan identitas pencatat, tanggal perubahan, dasar perubahan,
sumber bukti, dan status verifikasi sehingga jejak audit dapat ditelusuri. Informasi pribadi tidak boleh
disebarkan melalui peta publik tanpa dasar dan kebutuhan yang jelas. Perkembangan dokumen
elektronik dalam kegiatan pendaftaran tanah juga menguatkan urgensi keamanan, integritas, dan
pemeliharaan data, karena administrasi yang baik bergantung pada informasi yang dapat diperbarui
tanpa kehilangan riwayat perubahan (Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional,
2023; Mohadi et al., 2026).

Kronologi naskah juga diperbaiki agar konsisten dengan fakta program. Naskah awal masih
memuat metadata jurnal tahun 2024, padahal metode menyebut kegiatan dilaksanakan pada 6 Juli 2026
dan bagian ucapan terima kasih menyebut pendanaan PPMU Tahun 2026. Pada versi revisi, metadata
2024 tidak dipertahankan sebagai tanggal pengiriman, revisi, atau penerimaan artikel. Catatan artikel
ditempatkan pada tahun 2026, sedangkan tanggal revisi dan penerimaan akhir diserahkan kepada editor.
Koreksi ini penting karena tanggal editorial tidak boleh mendahului pelaksanaan intervensi yang
dilaporkan sebagai hasil PKM. Kerangka global menempatkan pemeliharaan dan monitoring sebagai
bagian dari administrasi tanah yang efektif, bukan pekerjaan tambahan setelah data terkumpul (UN-
GGIM, 2020).

Model ini juga menyediakan indikator replikasi yang lebih dapat diuji. Pada kegiatan berikutnya,
keberhasilan minimal harus dibuktikan melalui empat kelompok data teragregasi, yaitu profil peserta,
jumlah bidang dan status kelengkapan dokumen, perubahan skor pemahaman berpasangan, serta
status tindak lanjut setiap kategori masalah. Data tersebut memungkinkan tim membedakan output
langsung dari outcome menengah dan menghindari klaim keberhasilan yang hanya didasarkan pada
antusiasme peserta. Prinsip pengukuran yang kontekstual tetap sejalan dengan fit-for-purpose karena

128 | Eka Merdekawati Djafar, dkk.



Penguatan Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Melalui Pendampingan Legal Mapping Partisipatif
Di Desa Tambangan
Vol 3, No 3, September (2026): Halaman: 121-132

standar pelayanan dapat disesuaikan dengan kebutuhan lokal tanpa mengabaikan kualitas bukti dan
akuntabilitas (Enemark et al., 2016; Rahmatizadeh et al., 2018). Keberlanjutan investasi,
interoperabilitas, dan kapasitas kelembagaan juga menjadi perhatian utama dalam transformasi digital
administrasi pertanahan (Van den Berg et al., 2022). Untuk replikasi berikutnya, tim perlu menggunakan
lembar monitoring yang menghubungkan baseline, intervensi, luaran, dan tindak lanjut pada unit data
yang sama. Setiap peserta diberi kode anonim, sedangkan setiap bidang memperoleh nomor inventaris
internal yang tidak dimaknai sebagai nomor hak. Rekap harus memuat jumlah peserta, jumlah bidang,
status dokumen, kasus batas, skor pre-test-post-test berpasangan, kategori masalah, dan status
rujukan. Pemerintah desa juga perlu mencatat tanggal pembaruan, sumber bukti, petugas, serta
perubahan status agar jejak administrasi dapat ditelusuri secara transparan. dan diperiksa pada
monitoring berikutnya.

Model pendampingan dirumuskan sebagai siklus tujuh komponen. Input meliputi masalah mitra,
peserta, dokumen, pengetahuan lokal, dan dukungan pemerintah desa. Proses meliputi edukasi,
inventarisasi fisik-yuridis, sketsa atau penandaan informasi batas, verifikasi partisipatif, klasifikasi,
konsultasi, dan rujukan. Output berupa matriks masalah, daftar kebutuhan dokumen, buku saku, dan
basis informasi awal. Outcome ialah peningkatan kesiapan administrasi dan kemampuan warga
menentukan langkah lanjutan. Aktor terdiri atas masyarakat, pemerintah desa, perguruan tinggi, dan
Kantor Pertanahan sesuai kewenangannya. Indikator meliputi kelengkapan instrumen, keterverifikasian
data, perubahan skor pemahaman bila tersedia, jumlah kasus yang ditindaklanjuti, dan frekuensi
pembaruan data. Replikasi dilakukan dengan adaptasi instrumen, penetapan focal point, serta monitoring
periodik. Model ini selaras dengan gagasan land governance yang adaptif dan fit-for-purpose, bukan
pendekatan satu ukuran untuk semua (Azadi et al., 2023; Idris & Hamzah, 2026).

Keberlanjutan program bergantung pada institusionalisasi sederhana di tingkat desa. Focal point
perlu mencatat tanggal pembaruan, sumber perubahan data, status tindak lanjut, dan instansi tujuan.
Monitoring dapat dilakukan per triwulan dengan memeriksa jumlah kasus baru, kasus yang dokumennya
telah dilengkapi, kasus yang dirujuk, dan masalah batas yang membutuhkan fasilitasi. Perguruan tinggi
dapat kembali melakukan klinik administrasi atau evaluasi, sedangkan Kantor Pertanahan tetap menjadi
rujukan untuk proses yang menyangkut pendaftaran dan keputusan formal. Kebutuhan akan integrasi
kelembagaan dan interoperabilitas semakin penting seiring berkembangnya administrasi pertanahan
elektronik (FAO et al., 2022; Pebriananta, 2026).

Secara substantif, hasil PKM memperlihatkan bahwa legal mapping partisipatif paling
bermanfaat ketika dipahami sebagai proses penataan informasi sebelum layanan formal, bukan sebagai
produk legal final. Keunggulannya terdapat pada kemampuan menggabungkan pengetahuan warga,
dokumen yang tersedia, konteks desa, dan edukasi hukum dalam satu alur. Keterbatasannya adalah
mutu data sangat bergantung pada kelengkapan bukti, representasi peserta, keterbukaan informasi, dan
kemampuan melakukan verifikasi. Oleh sebab itu, penggunaan istilah “peta legal’ tidak boleh
menimbulkan kesan bahwa tim PKM telah menentukan status kepemilikan. Kerangka akuntabilitas dan
pengakuan terhadap hak yang sah tetap menuntut mekanisme formal dan perlindungan terhadap pihak
yang mungkin tidak hadir dalam kegiatan (Kramer et al., 2021; Ho et al., 2023).

Kesimpulan

Kegiatan PKM di Desa Tambangan menunjukkan bahwa pendampingan legal mapping
partisipatif dapat digunakan untuk memperkuat prasyarat administratif dan yuridis menuju kepastian
hukum hak atas tanah. Intervensi menggabungkan identifikasi masalah mitra, penyuluhan, inventarisasi
data fisik dan vyuridis, verifikasi partisipatif, klasifikasi persoalan, konsultasi, serta penguatan
keberlanjutan. Luaran yang dihasilkan berupa klasifikasi awal masalah pertanahan, basis informasi
pendukung, buku saku administrasi pertanahan, dan model pendampingan yang dapat dijadikan
kerangka replikasi. Capaian tersebut tidak sama dengan penetapan status hukum atau penerbitan hak,
sehingga klaim artikel dibatasi pada peningkatan kesiapan administrasi, literasi hukum, dan kapasitas
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masyarakat untuk menentukan langkah tindak lanjut. Keterbatasan utama adalah tidak tersedianya rekap
kuantitatif dalam naskah sumber mengenai jumlah peserta, jumlah bidang yang dipetakan, distribusi
status dokumen, serta skor berpasangan pre-test-post-test. Revisi ini secara sengaja tidak mengganti
kekosongan tersebut dengan angka estimasi. Program lanjutan perlu menggunakan daftar hadir terkode,
register bidang, klasifikasi dokumen teragregasi, dan pre-test-post-test berpasangan agar indikator hasil
dapat dihitung dan diverifikasi. Dengan perbaikan tersebut, dampak model pendampingan dapat
dipantau secara lebih akuntabel dari tahap kesiapan administratif sampai rujukan menuju layanan
pertanahan formal.

Pemerintah Desa Tambangan disarankan menetapkan focal point administrasi pertanahan,
memperbarui matriks legal mapping secara berkala, menyimpan dokumen pendukung dengan tata kelola
akses yang aman, dan membangun jadwal koordinasi dengan Kantor Pertanahan Kabupaten
Bulukumba. Tim perguruan tinggi perlu melakukan monitoring lanjutan menggunakan indikator kuantitatif
yang sama antartahap, terutama jumlah peserta, jumlah bidang, status kelengkapan dokumen, kasus
batas, skor pemahaman, serta status tindak lanjut. Apabila model direplikasi, seluruh instrumen harus
disesuaikan dengan karakter desa dan tetap menempatkan verifikasi serta penetapan hak pada lembaga
yang berwenang.
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